LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nemer: & TAHUN 1987 Seri D Nes&

PE RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR ¢ 21 TAHUN 1986,
TENTANG: S

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Menimbang ¢ a, Bahwa untuk meningkatkan daya ggna dan ha=
sil guna penyelenggaraan urusan Otonom Da=
erah sesuia dengan maksut keputusan Men=-
teri Balam Negerk Nomor 363 Tahun 1977 ten
tang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata -
Kerja Dinas Daerah, maka Peraturan Kabupa=-
ten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 3 Ta=
hun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Ta
ta cara Kerja Dinas Perindustrian Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Rangkat perlu disesu.
aikan dengan Instruksi Gubernur Kepala Da-
erah Tingkat I Sumatera Utara Nomor, 061,1/
2579/1986 tanggal 1/ Agustus 1986,

b, Bahwa oleh sebab perlu dibentuk Peraturan
Daerah yang baru,

205
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Mengingat ¢ 1.

2e

3¢

i

5¢

6e

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok~pokok Pemeeitahan di Daerah,

Undang=-undang Nomor 5 Drt Tahun 1956 ten-
tang Pembentukan Daerzh Otonom Kabupaten-
kabupaten dzlam lingkungan Sumatera Utera

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian,

Keputusan lMenteri Balam Negeri Nomor 363 T
Tahun 1977 tentang pedoman Pembentukan Sys
sunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Da-

erah,

Keputusan lienteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 1985 tentang Penvelenggaraan Wewe-
nang Pengangkatan,Pemendaiiaan dan Pember-
hentian Pegawai Negeri Sipil dalam Ling-
kungan Departemen Dalam Negeri,

Keputusan iienteri Perindustrian Nomor 362/
M/SK/8/9198/, tanggal 28 Agustus 1984 ten-
tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wi-
layah Departemen Perindusterian Propinsi
dan Kantor Departemen Perindustrian di Ka
bupaten/Kotamadya,

7.Keputusan Menteri Perindustrian Nemor 157/

gs

M/SK/$/1982 tanggal 12 Aprial 192 tentang
Pelimpahan Wewenang Pembinan Industri kee
cil kepada Kandep Perindustrian di kabupaten
/Kotamadya dan Pendaftaran Industri kecil.

Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 254/
M/SK/6/1980 tentang ketentuan-ketentuan Po
kok perizinan industri dan Tata Cara pelak

sanannga dalam lingkungkungan Departemen
Perindustrian,
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"7;." Keputusan Menteri Perindustrian Nomoe

20M/sE/1/1986 tentang Lingkungan Tue
gas Departemen Perindustrian dalam Pe
ngendalian Pencemaran Industri terhad

_, dap Lingkungan Hidup.
10.

Keputusan Menteri Perindustrian Normor
12/M/SK/1/1978 tentang Penangaulzagan
Pencemaran Lingkungan sebagai Akibat

~usaha Incdustri.

P10

e

Peraturan Femerintah Memosn 5 Tahun --
9932 tentang Perpindahan Ibu Kota Ka
buzcien Daerah Tingkat II Langkat dz
ri Kota Madya Binjai ke Staoz’.

“eraturarn Daerah Propinsi Sumatsra Jj
tara Nomor ¢ Tahun 1957 tentang P-:»
laksanaan Penyerahan schbagai vrusar.
Fomerintah Daerzh Propinsi dalam 1a-~
pangan Perindustrian kepada Pemerin-
tah Dacrah Kabupaten dan KBtapraja
dalam lingkungan Dzerzh Propinsi Su-
metera Utara. :

- Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tinc-

kat I Sumatera Utars Nomor 061, 1/2579
/Tahun 1986 tentang Petunjuk Pembertu
kan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perindustrian Kabupaten/Kotama-
dya Daerah Tingkat II di Sumatera Uta
ra. i -

Keputusan Dewan Perwakilan Rakvat Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Lang
kat Nomor 8/KPTS/DPRD/Tahun 1978 ten
tang Peraturan dan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten Da
erah Tingkat II RLangkat. '
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Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Langkat,

MEMUTUSKAN 3

Menetapkan ¢ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LANGKAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
- TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II LANGKAT,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1e

'Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan @

a, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II RLangkat,

b. DFRD adalah Diwan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah
Tingkat IT Langkat.

¢, Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Langhat,
d, Daerah adalah Kabupaten Daerah Tiéngkat IT Langéat.,

e Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kabu-
paten Daerah Tingkat II Langkat.

£, Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat
II Mkat.



209

BAB 8 23 1
Kmm, TUGAS, FUNGSI DAl SUSUNAN ORGANISAST
Pa sal 2,

(1) Dinas Perindustrian adalah unsuzm pelaksana Pe-
merintah Daerah,

(2) Dinas Perindustrian Dipimpin olch Seorang Kepa-
la Dinas yang nerada dihawah dan bertangqung ja
wab kepada Kepala Daerah.

Pasal ja

Dinas Perindustrian mempunval tucas

a. Melaksanakan urusan rumah tangca daerah dalam Bi
dang perindustrian,

b. Melaksanakzn tugas pembantuan vang diserahkan ow
leh Kepala Daerah dencan memperoleh bimbingan -
tekhnis dari Dinas Perlnﬂustrlah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara.

Pasal

Untuk melaksanakan tugas tersebut nad pasal 3 Dinas
perindUstrian mempunyai tugas :

a. Perumusan kebi jaksanan takhnis, pemberian bimbi-
ngan dam pembinan,pemberian perizian sesuai de-
ngan kebijaksanan yang ditetapkan oleh Kepala Da
erah serta petunjuk tekhnis dari Dinas Perindus-
trian Propinsi Daerah Tingkat I sumatera Utara

berdasarkan peraturan oerundang-oerundangan yang
berl akll.
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b. Memberikan pengarzhan dan petujuk dalam rangka pelak-
sanan progran scktoral,bimbingan sarana #ndustri,usa-
ha industri, pigbduksi industri,dan mempersiapkan pen
daftaran/panoelua::n izin dzbldang usaha aneka indus-
tri kecil sesuai dengan Kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh kepala Dzerzh serta petunjuk tekhnis dari Dinas
Perindustrian Daerzh Tingkzt I Sumatera Utara Berdasa
sarkan Perzturan Peruncdang-perundangan yang berlaku,

£« Melakukan evaluasi terhadzp pelaksanan tekhnis bimbi-
ngan dan psngemsangan sarana Industri, usaha industri
dan produksi incdustri dzlam lingkungan Kabupaten se-
sual Kebijaksanan yanc ditstapkan Kepal Daerah serta
petunjuk tekhinis deri Dinas Perindustrian Propinsi Dae
erzh Tinckat I Sumatera Utara berdasarkan peraturan
perudabg-undans v ng herlaku.

de Memperikan P:ingarahan dan Petunjuk dalam rangHa pence
gahan pencemcrzn dan kclestarian lingkungan dan mengﬂ
rikan informasi serta penirusunan laporan sesuai deng=-
an kebijaksanaan Kepala Daerah serhd petunjuk tekhnis
dari Dinas Perindusterian Daerah Tingkat I sumatera u
tara.

e. Memberikan bimkingan dah penyuluhan dalam pelaksanan k
kegiatan industri kecil di lapangan.

lengadakan pengawasan,pengamanan dan pengendalian tek
nis sesuai dencan kebijaksanan yang ditetapkan Kepala
Daerah serhd petunjuk tekhnis dari Dinas Perindustrian

 Propinsi Daerzh Tingkat I Sumatera Utara, _

ge Melakukan urusan tata usaha Dinas Perindustrian,

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Daerah terdiri dar
3+ Sty

a. Kepala Dinas
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b. Sub. Bagian Tata Usaha.
c. Seksi.
Pasal éf:
(1) Sub. Bagian Usaha mempunyai tugas melakukan tugas

Dinas dalam bidang urusan Tata Usaha, Kepegawaian
dan keuangan.

(2) Sub, Bagian Tata Usaha dipimpin olsh seorang Kepa
la Sub, Bagian Tata Uasaha-- ang dalam melakukan
tugas dikawah dan bertanggunc jaweb kepada Kepala
Dinas.

Paszl T

Untuk menyelenggara tugas tersebut padz pasal (6) Pe-
raturan Daerzh ini, Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai
fungsi :

a. Melakukan tugas umum,

be Melakukan urusan keuangan.
Ce Paszl 6;-

Sub, Bagian Tata Usaha terdiri dari H
a. Urusan umm.

b. Urusan Keuangan. :
n Pasal 9.

(1) Urusan umim memppnyai tugas mengurus kepegawa:lan:;
tat usaha, rumah tangga dan Perlengkapan dalam 1jn
ngkungan Dinas Perindustrian.

(2) Urusan Keuangan mempunyal tugas mengurus keuangan
dilingkungan Dinas Perindusterian berdasarkan pe-
rundang=perundangan yanc berlaku.
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Pasal 10,

Setiap urusan dipimnin oleh seorang Kepala urusan yang
dalam melaksanakan ‘tugasnya berada dibawah dan bertang -
gung jawab langsun: keoad: Kepala Sub, Bagian Tata Usaha,

*Pasal i1
Seksi terdiri :

a., Seksi Aneka Industzi,
be Seksi Industri kec'l,

Ce Seksi Monitor cdan pelaporan,

Pasal 12
Setiap Seksi dipimnin olch seorznz Kepala Seksi yang da-
lam mclaksanakan Tugzstga berada dibawah daf bertanggung

7

jawab langsung kapads Kemala Dinss,

Fasdl 13

Seksi Aneka Industri mempunyvai tugas mempersiapkan bahan
petunjuk tekhnis dan Pencarahan dalam rangja penanaman
modal, pemanpatan fasilitas berusaha serta cara penggunaa
an bahan-bahan buku/b:h=n penolong dalam rangka pengem ¢
bangan hasil prodiuksi serta mempersiapkan pendaftaran/pe
ngeluaran izin dibidans aneka industri,

Pasal 14,

Untuk menyelengcaraii-n tugas tersebut pada pasal 13 pera
turan Daerah ini Saksi Aneka Incustri mempunyai fungsi



ae

b

Ceo

de

Seksi Aneka Incustri teediri dar

2e
be

Ca
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Mempersiapkan petunjuk takhnis dan pengarahan a-
tas pelaksanan pengembangan nabrik ztan proyek pe
milihan dan penggunaan mesin/beralatan,bahan baku
/bahan penolong dan serta pelaksanaan tehnologi
dan penggunaan tenaga kerija. ;
Mempersiapkan petunjuk t-khnis dan pengarahan da-
lam rangka memfaatkan fasilitas herusa serta meno
long peningkatan kemampuan keruszha,

llenyusun perumusan penggunzan ba“an baku/bahan pe
nolong mesin/peralatan,peneranan tehnologi dan ke
lancaran probuksi serta pengembancan kapasitas di
versifikasi produk dalam rangka peningkatan mutu
produksi,

Melakukan -ersiapan pend-ftsran/penceluatan izn -
dibidang aneka industri sesuai dencan kebi jaksana
an yang ditetapkan oleh Kenala Daerah berdasarkan

rundang-undangan yang arlaku,
- -

Pasal 1

\rn

e
.

Sub. Seksi Bimbingan Sarana,
Sub, Seksi Bimbingan Usaha,

Sub. Seksi Bimbingan Procuksi’

Pasal 16

(1) Sub, Seksi Bimbingan sarana mempunvai tugas mem

. bersiapkan bahan petunjulz tekhnis dan pengarahan

terhadap pembinaan dan Pengembancan pabrik atau
proyek,pemilihan pengounazn mesin/peralatan bae
han baku,bahan penolonc serta mamporsiapkan pes
ngeluaran izin usaha dibidang usaha aneka indust
tri.
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(2) Sub.seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas mempersie
apkan bahan petunjuk tckhnis dan pengarahan dalam k
kerja sama antarz pengusaha industri dalam usaha pe
ciptaan iklim uszha dibidang aneka industri.

(2) Sub, Seksi Bimbingan Produksi mempunyai tugas mem~
persiapkan petunjuk dan pengarahan dalam peningkatan
mutu produksi, persiapan standarisag® serta pemasa-
ran produksibaik dalam negeri moupun untuk export d
dibidang usaha anekz industri,

Pesal — 17.

Setiap Sub. seksi dipimpin oleh scorang Kepala Sub, Sek
si yang dalam tugasnva ":rzda dan bertanggung jawab -
langsung kepada Kepzlz Sz':si,

Paszl 18

Seksi Industri kscil menpunyal tugas mempersiapkan bahan
petunjuk tekhnis darn “srgjarahan delam rangka penanamap,

pemamfaatan fasilitas beruscha serta cara penggunaan ba

han/baku/bahan penclengan d=lam rangka pengembangan hae

sil produksi serta memsersiapkan pendaftaran/pengeluar-

anizin dibidang industri kecil,

Pasal 19,

Untuk menyelenggarakan tugas bersebut padé pasal 18 Pe-
raturan Daerah ini Seksi Industri kecil mempunyai Funge
g1 =2

a. Mempersiapkan petunjul: tekhnis dam pengarahan atas
pelaksanaan pengembangan pabrik atau proyek,pemiliha
dan penggunaan mesin/peralatan,bahanpenolong serta
pelaksanaan tekhnologi dan penggunaan tenaga kerja.
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de

e.-

be

215

mempersiapkan petunjuk teknis dan pengarahan da. -
lam rangka memfaatkan fasilitzs beruszha dan ince
dustri sesuai dengan peraturan perundang~undangan
tentang perlindungan dan kemudahan untuk mening =
katkan pengembangan industri,

Mendorong peningkatan kemampuan berusaha,

Menyusun perumusan penggunaan hahan baku/bahan-
penolong mesin/ peralatan,pencranan tekhnologi |
dan kelancaran produksi serta pencemhangan kapa-
sitas diversiifikasi produl dalam rangka peningka
tan mutu produksi,

Melakukan persiapan pendaftaran/penceluaran izin
usaha industri dengan le'd jzksanaan yang ditetapk
kan olech Kepala Daerah.

Pasal 20,

Seksi Industri kecil terdiri dari

a'.
be

Co

Sub, Seksi Bimbingan Sarana.
Sub. Seksi 3imbingan Usaha,
Sub, Seksi Bimbingan Produksi,

Pasal 21.

(1) Sub,Seksi Bimbingan Sarana mempersiapkan tugas

bahan petunjuk tekhnis dan pengarahan terhadap p
pembinaan dan pengembangan pabril atau proyek pe
milihan panggunaan mesin/peralatan,bahan baku/ =
bahan penolong serta mempersiapkan pendaftaran/
pengeluaran surat izin usaha industri dibidang -
usaha industri kecil.
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(2) Sub, Seksi Bimbincan Usaha mempunyai tugas mempersi-

apkan bahan petunjuk dan pengarahan dalam kerja sama
antara pengusaha industri dalam rangka penciptaan i-
klim usalja yang sesuzi dibidang usaha industri kecil

(3) Sub. seksi Produksi mcmpemyai tugas mempersigpkan ba

han petunjul tekhnis d=m pengarahan dalam peningkatan
mutu hasil produksi, penerapan standarisasi serta pe
masaran produks’ baik dalam negeri maupun expeott di=
bidang usaBja industri kecil,

Pasal 22.

Seksi monitor dan pelaporzn mempunvai tugas memonitor -
dan melakukan pengumpul-n datz hasil pzlaksanaan bimbi-
ngan dan pengembangan diblcanc uzsaha industri dan ie =
dustri kecil, pendaftaran dan pDeruschaan pencegahaan pep
cemaran, memberikan impormasi serta penyusunan laporan.

Pasal e

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pa sal 22 pe-
raturan daerah ini Seksi lMonitoe dan pelaporan mempunyai
fungsi

ae

be

Ce

de

Mempersiapkan bahan laporan dan menitoring data sesuai
dengan kebijaksanaan vang ditetzpkan oleh Kepala Da-
erahe

Mempersiapkan bahan pencegahan tekhnis dan evaluasi e
serta pencatatan/pendaftaran Perdsahaan,

Mempersiapkan bahan petunjuk dalam rangka pencegahan
pencemaran industri,

mempersiapkan bahan imformasi industri dab bahan perw
nyusunan laporan,

Mempersiapkan bahan pelaksanaan keterkaitan sesuai
ngan kebi jaksanaan vang ditetapkan oleh Kepala Daerah
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Pasal 2.
Seksi Monitor dan Pelaporan terdiri dari s
a, Sub,Seksi Monitor dan Pendaptaran Perusahaan,
b. Sub, Seksi Pencegahan dan Pencemaran.
C. Sub, Seksi Informasi Industri dan Pelaporan,

Pasal 25,

(1) Sub, Seksi Monitor dan Penda2ftaran Perusahaan mem
punyai tugas mempersizpkan bahan pengawasan tekha
nis dan evaluasi serta pencatatan/pendaftaran pes
Tusahaan.

2) Sub, se encegahan Pencemaran mempunyai tugas

(2) sub ksi P han Pe i tu
memparsiapkan bahan pztunBuk pcncegahan pencemaran
limbah industri,

(3) Sub, Seksi Informasi In‘ustri dan Pelaporan mempu
nyai tugas mempersiapkan bahan informasi industri
dan bahan psnyusunan laporan,

BAR I
TATA - KERB.JIA

Pagal  26.
Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Perindustria
an dan Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Lang
kat wajib diselenggarakan atas hubungan fungsional de
nfan cara yang sebaikebaiknva.

Pasal 27.
(1). Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib m

menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sink
ronasdsi baik dalam lingkungan dinasnya maupun
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dalam hubungan antara dinas/intansi lainnya.

(2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebi=-
jaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan petunjuk dari Dinas Perindustrian Propinsi DA
erah Tingkat T Sumaterz Utara berdasarkan Peraturan
Perundeng-undangan yang bherlaku,

Pasal 2€.

(1) Setiap Pimpinan s:tuan Crganisasi wajib mengawasi ba
~ wahannya masing-masinc dan bilz terjadi penyimpangan
agar mengambil langkzh=lanckah yang diperlukan sesu-

a2l dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan satuzn orgznisasi bertanggung jawab
memimpin bawahanna masing-masing serta memberikan b
bimbingan dan petunjuk dari pelaksanaan tugas bawahan
Nnyae

(3) Setiap pimpinan satu-n Organisasi wajib mengikuti ser
ta mematuhi petunJuk—pntunJukdan bertanggung jawab -
kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat padz wslktunya.

(4) Setiap laporan yvang citerima olch pimpinan satuan org
ganisasi dari bawahannya wajib diclah dan diperguna.=-
kan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan
dalam rangka memberilian petunjuk kepada bawahannya.

(5) Kepala Dinas Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah
dan Sub., Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala =
Dinas perindustrian.

(6) Dalam menyampaikan laporannya masing-masing kepada a-
tasannya tembusan laporan disampaikan pula kepada sa—
tuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hu-
bungan kerja.
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RAB 1V
KETENTUAN LAINgLATII,
Pasal 29,

Kepalz Dinas, Kepala Sub,Bagiz=n Tzta Usaha dan para
Kepala seksi diangkzt dan diberhentikan oleh Gubsrnur
Kepal~ Dzerah Tingkat I Sumatera Utara atas usul Kepa
1a Daerzh Tingkat I Sumaterautarz atas usul Kepala Da
erah,dencan memperhatikan szran dan pendapat dari Ke-
pala Dinas Perindustrian Propinsi Tingkat I sumatera
utara.

Para Kepala urusan dsn para Kepela Sub.eeksi dianckat
dan diberhentikan olch Kepala Daersh atas usul Kepzla
Dinas.

Perangkapan Kepala Dinzs Olzh ¥»2~12 Kantor Departe——
men Peréndustrian dimungkinkan zt:s persetujuan Kepa=
1a Daerah sesuai dencan Peraturan Perundang-undangan
yang berlakue

Apabils Eepala Dinas berhalanczn menjalankan Tugasnvs
maka Kepala Dinas !'enghunjul: seorznc pegawai Dinas P
rindustrian melaksanzksn tucss Kepala Dinas dengan Me
mempeddmani daftar urut kepanclctzn dan melaporkan ke
pada Kepzla Daerah.

Pasal 30.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian adalah sebae
gaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini,
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DBV
KETE:TUAN PENUTUP
Pasal 31,

(1) Peraturan Daerah ini Disebut Peratyran Daerah tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Binas Perindustrian
Kabupaten Daerah Tinckat II Langkat,

(3) Pelaksanan Peraturan Dzerah ini maka Per ahuran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 3 Tahun 1982
tentang Susunan Orgznisasi dan Tata kerja Dinas Perin
dustrian Kabupaten Daerch Tingkat II Langkat dinyatak
kan tidak berlaku laci,

(2) Pelaksanan Peraturzn Daerzh ini diatur lebih lanjut-
dengan Surat Kevatusan Kepala Dzaerah.

(4) Peraturan Daersh ini mulai borlaku pada tanggal diun-
dangkan.

Stabat, tgl.27 Desember 1986,

Dewan Berwakilan Rzkyat Da- Bupati Kepala Daerah Tingkat
erah Kabupaten Daerah Tk II II Langkat,
Langkat

Ketua,

dto dto

DRS, HASSAN SAIDI (_Hs MARZUKI ERMAN )




Diundangkan dalam lembaran
daerah kabupaten daerah '1‘1
ngkat II Langkat Serd D’
Nomor 8 pada tanggal 3t
10—198'7.

Sekeetaris Wulayah Daerah,
dto

 {_Drs, A, CHAIR NASUTION)
Nipe 01004291/
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Disyahkan dengan Kepus$
tusan Gubernur Kepala
Daerzh Tk, I sumatera

Utara Nomor 188, 342~

60 Tahun 1987.



LAMPIRAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERINDUSTRIAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LANGKAT.

KEPALA DINAS
URUSAN
UMM
|| sus. BAGIAN
TATA USAHA
L URUSAN
KEUANGAN
SEXSI SEKSI SEKSI MONITOR
ANEKA  INDUSTRI INDUSTRI  KECIL DAN  PELAPORAN
e e oy ]
SUB SEXSI BIMBI- SUB SEKSI BIMBI- SUB SEXSI MONITOR DAN
— NGAN SARANA = NGAN SARANA PENDAFTARAN PERUSAHA-
| | sue sexs1 BimBI- | | suB sexs1 mmMmI- | | suB SEESI PENCEGA-
NGAN USAHA NGAN USAHA HAN  PENCEMARAN
L SUB SEXSI BIMBI- SUB SEXSI BIMBI- SUB SEXS] INFORMASI
NGAN PRODUXSI ~—  NGAN PRODUKSI — INDUSTRI DAN PELAPO-
RAN




